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ABSTRAK

Nama : NURSHINTA APRILIA
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PERMASALAHAR JAMINAN FIDUSIA YANG

DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN (ANALISIS PADA
PT. X FINANCE), DITINJAU DARi UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diaiihkan tetap pada penguasaan
pemilik benda. Penjaminan Fidusia ini diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). UU Jaminan Fidusia menghendaki agar benda yang
dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan (bukan di bawah tangan). Penjaminan
fidusia yang dilakukan di bawah tangan masih tetup eksis dan digunakan meskipun tidak
sejalan dengan UUJ Jaminan Fidusia. PT. X Finance adalah salah satu perusahaan yang
menggunakan penjaminan fidusia di bawah tangan. Dengan adanya penjaminan di bawah
tangan maka timbul pemasalahan apakah sebenarnya yang menjadi alasan para pihak pada
PT. X Finance sehingga penjaminan fidusia di bawah tanganlah yang dipilih? Dan
bagaimana akibat hukum atas penjaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan tersebut?
Penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif,
data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer yaitu data yang
diperoleh dari wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.
Dapat disimpulkan bahwa besarnya biaya vang harus dikeluarkan selingga mempersulit
peisaingan pada peiusahaan sejenis, larmariya wakiu penyelesaian, dalam pelaksanaannya
belum jelas siapakah petugas pelaksana (aparat) yang membantu kreditur bila debitur cidera
Janji/wanprestasi. proses penyelesaian yang meiibatkan beberspa pihak mengakibatkan
penyelesaian waktu yang lama yang dapat mempengaruni kondisi perusahaan, serta tidak
adanya sanksi atas jaminan fidusia yang didaftarkan menjadi alasan sehingga akhimya
fidusia bawah tangan tetap digunakan. Dengan digundakannya penjaminan fidusia di bawah
tangan maka berakibat hukum yang merugikan, yaitu tidak adanya perlindungan hukum
dalam hal debitur cidera janji/wanprestasi sedangkan bila jaminan fidusia didaftarkan cukup
dengan dasar sertipikat jaminan fidusia dapat melakukan eksekusi. Maka hendaklzh ada
perubahan atas GU Jaminan Fidusia, sehigga ada sanksi atas kewajiban pendaftaran fidusia,
mempertegas siapakah aparat yang membentu dalam eksekusi dan mempermudah dalam
penyelesaian eksekusi, serta memperingan biaya dalam penjaminan fidusia.

Kata Kunci:
Fidusia, Jaminan, Pendaftaran.
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ABSTRACT

Name : NURSHINTA APRILIA

Program Study : Master of Notary Programme

Title : FIDUCIA GUARANTEE PROBLEMS THAT ARE
OCCURRED BECAUSE OF UNREGISTERED (ANALYSIS
IN PT.X FINANCE), BASED ON STATUE NUMBER 42
YEAR 1999 ABOUT FIDUCIA GUARANTEE

Fiducia is exchanging property right of object that based on trust although its cbhject
is still on an authority owner. Fiducia guarantee is regilaied on Statue Number 42 Year
1999 gboui fiducia guerantee (Fiducia Guarantee Statue). Fiducia Guarantee Siatue is
demanding that object is given with fiducia guarantee must be registered (not unregistered).
Fiducia guarantce which is occurred by unregistered is still used in present, although it is not
according to Fiducia Guarantee Statue. As example, PT. X Finance is a company which is
using unregistered fiducia guarantee. There are several problems because of it: What reai
reasons that made parties choosing unregistered? and how about the law impact of it?
Relating to this case, writer used library research (normative juridical). Data that used on
this research are included primary data (data is gotten fron interview) and secondary data
(data is gotten from library). Writer make conciusion thoi there is big cest to bring out and it
makces difficult 1o competition on similar company. Besides that, it needs a long duration to
finish, on peiforuing is still unciear who is the officer that helping creditor if debitor did
event of default, solving process which including several partics can tnake a long duration
and impact on company condition and there is also no punishment for unregistered fiducia
guarantee. Using unregistered fiducia guarantee could make loss impact (there is no law
protection if debitor did event of default). Otherwise if fiducia guarantee is registered, it is
only based on certificate fiducia guarantee to make execution. We must change Fiducia
Guarantee Statue, so there will be punishment for unregistered fiducia guarantee and make
certainty who is the officer that helping on execution and also lower cost on fiducia
guarantee.

Keyword: Fiducia, Guarantee, Registered
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PERMASALAHAN JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN DI
BAWAH TANGAN (ANALISIS PADA PT. X FINANCE),
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

TENTANG JAMINAN FIDUSIA

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Perkembangan dunia usaha yang merosot di Indonesia seiring dengan
terjadinya krisis ekonomi harus segera dipulihkan. Sektor-sektor strategis yang

sempat mengélami pukulan yang amat berat, sepeiti bidang perindustrian, perbankan
dan ekonomi harus segera dibangun kembali dengan cepat, guna menghindari

kemerosotan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan dunia usaha yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian
sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945. Dalam rangka kesinambungan pembangunan, yang para
pclakunya, meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang
perseorangan dan badan hukum, sangat diperiukan dana yang sangat besar. Dengan
meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula keperluan aken tersedianya

dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan karena tidak semua
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pelaku usaha dapat menyediakan modalnya sendiri. Berdasarkan kebutuhan atas
modal itulah pinjaman/kredit menjadi digemari. Sehubungan dengan penitikberatan
pembangunan di bidang ekonomi yang telah digariskan oleh GBHN, maka peranan
bank dan lembaga keuangan lainnya sangat besar, karena bank dan lembaga
keuangan lainnya mengusahakan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa dalam ialu
lintas pembayaran dan peredaran uang. Kebutuhan dana bagi seseorang memang
merupakan pemandangan sehari-hari, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan
konsumsi maupun dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Kredit dilihat dari
sisi pemberi kredit (kreditur) merupakan sumber pendapatan yang memberikan
kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan, sedangkan dari sisi debitur bagaikan
suatu obat yang dapat menyembuhkan kebutuhan atas modal, tentunya disertai
pertimbangan dan tanggung jawab agar nantinya kredit tersebut justru tidak
memberatkan debitur.1 Keberadaan jaminan kredit (collatorcl) selalu menjadi
prasyarat yang diminta kreditur artinya untuk mendapatkan dana segar bukan hanya
sekedar janji pelunasan dari debitur, namun sebagai usaha antisipasi dari kreditur
atas risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan
pelunasan kredit tersebut maka maka kreditur akan meminta jaminan. Ada beberapa
macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. Pertama jaminan dalam
bentuk gadai yang diatur dalam Pasal 1150-1160 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang digadaikan)
tersebut ke dalam kekuasaan kreditur. Kedua, adalah hipotek yang diatur dalam Pasal

1162-1178 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, merupakan jaminan atas barang

1 Suharno, Analisa Kredit (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 2.
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tidak bergerak yang dibuat dengan akta hipotek. Sejalan dengan berlakunya Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-
benda yang berkaitan dengarn Tanah (UU Hak Tanggungan), maka pemberlakuan
hipotek sebagai lembaga jaminan atas kebendaan tidak bergerak, menjadi tidak
berlaku lagi untuk kebendaan berupa hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang
secara hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan hak-hak atas tanah
tersebut, yang diatur dalam UU Hak Tanggungan. Ketiga adalah Hak Tanggungan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang
mengatur mengenai penjaminan hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang
dianggap melekat dan diperuntukan untuk dipergunakan secara bersana-sama dengan
bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dijaminkan dengan
Hak Tanggungan.’ Keempat adalah Jaminan Fidusia yang diatur daiam Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).
Lembaga perbankan ternyata tak cukup ampuh untuk menangguiangi berbagai
keperluan dana dalam masyarakat. Satu dan lain hal mengingat keterbatasan bank,
misalnya : keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan angsuran.
Kemudian dicarilah bentuk penyandang dana untuk membantu pihak bisnis ataupun
di luar bisnis dalam rangka penyaluran dana, baik yang berkonotasi bisnis ataupun
sosial, sehingga dikenalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel yaitu
lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru terhadap

pemberian dana, seperti dalain bentuk leasing, pembiayaan konsumen, dan lain-lain.

2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (tentang Sejarah Pembentukan Kukum Agraria),
Cet. 10, (Jakatra: Djambatan, 2005), hal. 414.
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Dari berbagai jaminan dalam bentuk kebendaan yang dikenal, maka salah satu jenis
jaminan yang digemari dan sesuai dengan keadaan debitur yang memiliki anggunan
yang terbatas adalah jaminan fidusia. Jaminan jenis ini dapat diperoleh secara cepat,
sederhana, dengan biaya yang relatif murah.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap pada
penguasaan pemilik benda.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan

bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau accessoir dari suatu

perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian perjanjian peminjaman

(kredit). Untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, haruslah diadakan

suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit.*

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:>

1.  Berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan
sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang
mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

2. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban

diantara kreditur dan debitur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

* Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42, LN No. 168 Tahun 1999,

TLN No. 3889, ps. 1.
4 Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Cet. 1,

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 149.
5 Ibid., hal. 151.
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Dalam praktek perbankan, perjanjian fidusia ini sering diadakan sebagai
tambahan jaminan pokok apabila jaminan pokok itu dianggap kurang bagi
pemenuhan jaminan atas kredit yang diacairkan.

Bentuk penyerahan jaminan fidusia dilakukan secara constitutum passesorium,

yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan tetapi benda

tersebut secara fisik masih dikuasai cleh pemilik benda.

Bentuk penyerahan seperti ini amatlah riskan, karena itu perlindungan terhadap
kreditur sangat diperlukan uniuk mengantisipasi itikad buruk debitur atau apabiia
debitur cidera janji.

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapatkah disebut
tindakan perlindungan bila debitur cidera janji, terlebih UU Jaminan Fidusia
memberikan kemudahan atas pelaksanaan eksekusi. Tetapi eksekusi ini tak dapat
dilaksanakan begitu saja, kepastian hukum untuk pelaksanaan cksekusi di atas hanya
dapat dilakukan apabila penerima fidusia, kuasa atau wakilnya melakukan
pendaftaran jaminan fidusia terlebih dahulu pada kantor pendaftaran fidusia.

Untuk melakukan pendaftaran harus dilampirkan berbagai dokumen, salah
satunya adalah akta jaminan fidusia yang harus dibuat secara otentik, disinilah
peranan notaris sangat diperlukan. Notaris harus dapat memberikan perlindungan
seimbang terhadap kliennya. Notaris harus mampu menjamin keotentikan atas akta
sehingga kepastian hukum pun bisa terjamin.

Di dalam konsiderans butir b dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
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Indonesia pada tanggal 14 September 2004, dan teiah diumumkan dalam Lembaran

Negara Nomor 11, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432 dikatakan:

“Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum,
dibutuhkan alat bukti tertuiis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau
perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui Jabatan Notaris.”

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.6 Pada
kenyataannya, atas pertimbangan tertentu, maka tidak semua kreditur melakukan

pendaftaran penjaminan fidusia sebagaimana disebut di atas. Setelah adanya

perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit, maka pengikatan fidusianya cukup
dilakukan di bawah tangan.
Pada pelaksanaannya penjaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan

memberikan kemudahan baoj kte.d\wx WK*. pfOSCS ITIUUpim biaya yang minim.

Dengan jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan, maka pada prakteknya banyak
permasalahan yang timbul, terlebih adanya perbedaan kedudukan sebagai kreditur
dan objek jaminan fidusia umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, dan
sulit untuk mengetahui siapa pemiliknya. Tetapi di sisi lain, penjaminan fidusia yang
dilakukan di bawah tangan masih tetap eksis dan digunakan meskipun tidak sejalan
dengan UU Jaminan Fidusia. Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, menjadi dasar

pemikiran penulis untuk menulis dengan judul: PEKJV1A.SALAHAN JAMINAN

FIDUSIA YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN (ANALISIS PADA PT. X

6 Indonesia. Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42, LN No. 168 Tahun 1999, TLN
No. 3889, ps. 11.
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FINANCE), DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

TENTANG JAMINAN FIDUSIA »

B. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang penulisan di atas maka, masalah-masalah yang akan
dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.  Apakah alasan para pihak pada PT. X Finance dalam menggunakan jaminan
fidusia yang dilakukan di bawah tangan?

2.  Apakah akibat hukum bila dilaksanakan fidusia di bawah tangan tersebut?

C. METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penclitian ini merupakan penelitian yang
bersifat eksplanatoris karena penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai
keefektifan UU Jaminan Fidusia berkaitan dengan penjaminan fidusia di bawah
tangan. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mempergunakan
metode studi dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan

bahan hukum yang terdiri dari:
1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan hukum perkawinan;

2. Bahan hukum sekunder, berupa buku yang dituiis oleh para ahli, majalah,

surat kabar.

3. Bahan hukum tertier, yaitu berupa kamus.
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Pada tahap penyajian data, seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan

diklasifikasikan kemudian dianalisis data secara kualitatit.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer yaitu
data yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh
dari kepustakaan’ yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, literatur, buku-buku
yang relevan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia,
peranan para pihak terkait, serta permasalahannya. Kemudian data yang akan
digunakan dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a.  Bahau-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di
aniaranya meliputi norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum dari zaman penjajahan
Belanda yang masih berlaku misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b.  Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah
dan lain-lain.

c.  Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasa;n terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus
bahasa Indonesia dan kamus hukum.®
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

cara studi dokumen meliputi bahan primer, sekunder dan tertier, dan wawancara

7 8ri Mamudjj, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit FHUI,

2005), hal. 28.
8 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. I11, (Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia UI Press, 1986), hal. 52,
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dengan narasumber. Keseluruhan data dan bahan hukum yang telah diperoleh

kemudian akan diolah secara sistematis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif

digunakan urituk mendapatkan data yang bersifat deskripif analitis, yaitu data yang

akan diteliti dan dipelajari scbagai sesuatu yang utuh.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan dalam penulisan ini akan disusun secara sistematis dalam bab per

bab, sehingga pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan secara kronologis

dan teratur. Adapun susunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I

BAB Il

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah,

metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

: TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN DAN FIDUSIA.

Dalam bab ini berisi berbagai pemahaman umum tentang lembaga
jaminan Fidusia yang diuraikan secara lengkap dalam dua bagian, bagian
pertama membahas tentang Jaminan secara umum, mulai dari pengertian
jaminan sampai dengan macam-macam jaminan. Bagian kedua membahas
tentang Jaminan Fidusia secara lengkap, mulai dari pengertian, objek,
sifat, pembebanan, dan pendaftaran jaminan fidusia, lahirnya fidusia,

pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia, proses eksekusi fidusia, dan

ketentuan pidana atas jaminan fidusia.

BAB III : ANALISIS TERHADAP PERMASALAHAN JAMINAN FIDUSIA
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BABIV:

YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN PADA PT. X FINANCE

DITINJAU DARI UU JAMINAN FIDUSIA

Pada bab ini penulis akan membahas lebih mendalam mengenai alasan-

alasan para pihak pada PT. X Finance sehingga memilih jaminan fidusia

yang dilakukan di bawah tangan, serta membahas bagaimana akibat

hukum atas penjaminan fidusia bawah tangan tersebut.

PENUTUP

Pada bab ini penulis menccba menarik kesimpulan atas pembahasan yang

dibahas oleh penulis disertai saran dari pemikiran penulis.
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BABII

TINJAUAN UMUM JAMINAN FIDUSIA

A. JAMINAN SECARA UMUM
1. PENGERTJAN JAMINAN

Definisi secara spesifik mengenai jaminan tidak diatur secara tegas oleh Kitab
Undang-Undang. Meskipun tanpa definisi secara khusus, namun rumusan hukum
jaminan bersuinber dari Undang-Undang (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata) ketentuan ini mengatakan, segala kebendaan si berhutang baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan
ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa
kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang vang
mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut
keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila
diantara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.’

Jadi apabila mengadakan perjanjian misalnya meminjam, maka ketentuan Pasal
1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang menjadi jaminannya, oleh karena
itu orang yang meminjam uang tidak hanya wajib mengembalikan uang yang
dipinjamnya saja, akan tetapi ia pun wajib menyediakan barang-barang atau haria

bendanya sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

° Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,
(Jakarta: Penerbit Alumni, 1983), Tanpa hal.

11
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Dalam Pasal 1132 KUHPerdata, penyelesaian dari semua kreditur dari
seseorang debitur mempunyai kedudukan vyang sama dan masing-masing
memperoleh pembayaran seimbang dengan besarnya piutang masing-masing
(kreditur konkuren). Jaminan secara umum dirasakan kurang cukup dan kurang
aman. Untuk memperoleh pembayaran yang cukup dan amanlah maka seorang
kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang
merupakan perjanjian jaminan khusus yang menunjuk barang-barang tertentu milik
debitur sebagai jaminan pelunasan hutang. Dengan adanya jaminan khusus seperti
itu, maka bilamana debitur lalai membayar hutangnya, kreditur berhak menjual
barang-barang yang dijaminkan dan mengambil sebagian atau seluruh hasil
penjualan itu untuk pelunasan dan tanpa perlu memperhatikan kreditur-kreditur
lainnya.

Perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian jaminan khusus sebgaimana
dimaksud di atas dapatjuga diberikan oleh pihak ketiga di luar debitor dalam bentuk
perjanjian yang merupakan suatu jaminan pembayaran yang bersifat umum, maupun
dalam penunjukan satu atau barang-barang tertentu yang akan dipergunakan sebagai
pelunasan hutang yang bersifat khusus.

Dalam perjanjian penanggunan oleh pihak ketiga, pihak ketiga yang menjamin
pelunasan hutang tersebut sesungguhnya, dalam hukum tidak berbeda dari debitor
dengan jaminan seumumnya (Pasal 1131 KUHPerdata). Hanya saja “secara
ekonomis” posisi penanggungan berada pada strata 7di atas” debitor, maka
penanggungan utang ini dianggap akan dapat memberikan pelunasan atas kewajiban

debitor. Jika ternyata kemudian terbukti harta kekayaan dari pihak Kketiga

12
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penanggung tersebui tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban
penanggung tersebut, baik atas kewajiban yang timbul sehubungan dengan hubungan
hukum hutang-piutang antara penanggung tersebut dengan krediturnya sendiri,
maupun yang lahir karena sifat penanggungan hutang, maka tentunya kreditur atas
debitor yang ditanggung utangnya tersebut juga hanya dapat memperoleh pelunasan
secara prorata atas seluruh harta kekayaan penanggungan tersebut bersama-sama

dengan para kreditur penanggung tersebut.'’

2. MACAM-MACAM JAMINAN

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal
1131 KUHPerdata mencerminkan suatu jaminam umum, sedangkan Pasal 1132,
selain sebagai kelanjutan dan penyempurnaan Pasal 1131 yang menegaskan
persamaan kedudukan para kreditur, juga dimungkinkannya diadakan svatu jaminan
khusus apabila diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan,
maksud didahulukan dalam hal ini dapat terjadi karcna ketentuan Undang-Undang
maupun karena diperjanjikan.

a. Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaininan yang diberikan bagi kepentingan semua
kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda
jaminan tidak diperuntukan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya
dibagi diantara para kreditur secara pari pasu, scimbang dengan piutangnya

masing-masing.

' Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, Jaminan Fidusia (Seri Kukum Bisnis),
Cet. I, {Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 2-3.

13

Permasalahan jaminan..., Nurshinta Aprilia, FH Ul, 2008



Apabila terdapat lebih dari satu kreditur dan hasil dari penjualan harta benda
debitur cukup untuk melunasi hutangnya pada kreditur, maka diantara para
kreditur,kreditur manakah vang harus didahulukan pembayarannya tidaklah
penting, karena walaupun semua kreditur sama atau seimbang kedudukannya
(konkuren), masing-masing akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan
piutang-piutangnya.

Adanya beberapa kreditur baru akan menimbulkan masalah jika debitur tidak
sanggup bayar dan hasil penjualan harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi

hutang-hutangnya, dalam hal ini tampaklah betapa pentingnya untuk menjadi

kreditur preferen.

Kreditur preferen yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayarannya
diantara kreditur-kreditur y&a QSD]llir fttClaki ikan wanprestasi.
KRYWRTumum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Para kreditur mempunyai kedudukan yang seimbang, artinya tidak ada

yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut

sebagai kreditur yang konkuren.
2)  Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang

bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap

orang tertentu.

3) Jaminan Umum timbul karena Undang-Undang, artinya antara para pihak
tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur

konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan

Undang-Undang.

14
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Jaminan umum menyangkut seluruh harta benda debitur, karena itu dapat saja
dan banyak terjadi dimana harta debitur tidak cukup untuk memberikan
jaminan kepada kreditur, dalam hal nilai kekayaan debitur itu kurang dari
jumlah hutang-hutangnya arau bila pasiva melcbihi aktivanya. Hal ini dapat
terjadi mungkin karena harta kekayaannya menjadi berkurang nilainya atau
apabila harta kekayaan debitu dijual kepada pihak ketiga sementara hutang-
hutangnya belum dibayar lunas. Dapat juga terjadi keadaan dimana ada lebih
dari seorang kreditur melaksanakan eksekusi, sementara nilai kekayaan debitur
hanya cukup untuk menutupi satu piutang kreditur. Jika hanya ada satu kreditur
saja, maka ia dapat melaksanakan eksekusi atas kekayaan debitur secara
beriahap sampai piutangnya terlunasi semuanya atau sampai harta debitur habis
terjual.

Perbuatan debitur yang menjual harta bendanya kepada pihak ketiga yang
menjual harta bendanya tentu saja sangat merugikan para kreditur, karena hak
menagih para kreditur tidak mengikuti harta benda yang bersangkutan. Karena
itu jaminan umum sesuai dengan ciri-cirinya di atas, kurang memberi rasa
aman dan kurang menjamin pemberian kredit oleh pihak pemberi kredit,
karena disatu pihak jika ada beberapa kreditur maka kedudukan mereka adalah
konkuren, dilain pihak debitur dapat melakukan tindakan yang merugikan
kreditur. Itulah sebabnya jaminan umum tidak memberikan kepuasan pada
pihak kreditur. Kreditur baru merasa aman jika ada benda-benda tertentu yang
ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya.

Jaminan Khusus
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Dilihat dari bunyi akhir Pasal 1132 mengenai alasan-alasan sah untuk
didahulukan, berarti Undang-Undang memungkinkan adanya jaminan khusus,
yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan jaminan umum. ;‘Hak untuk

didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari

gadai dan dari hipotik.” 1L

Oleh karena itu alasan untuk didahulukan dapat terjadi karena ketentuan

Undang-Undang, dapat juga terjadi karena diperjanjikan oleh debitur dan

kreditur.
Macam Jaminan khusus:

1) Jaminan Perorangan (Persoonlijke'Zekerheidsrechten/ Personal

Guaranty).
Ciri-ciri jaminan perorangan adalah: R
a. ~ Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.

b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.

c.  Seluruh harta kekayaan debiuw menjadijaminan pelunasan hutang

misalnya borgtocht.

d. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan
atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana
piutang yang terjadi lebih dahulu dan mana piutang yang terjadi

kemudian. Dengan demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya

1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buigerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta: Piadnya Paramita, 1986. Ps. 1133.

122 Frieda Husm Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak Yang Memberi
Jaminan), Jilid 2, Cet. I, (Jakarta: Ind, Hil-Co, 2002), hal. 16.
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karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap

harta kekayaan debitur.
Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-
benda jaminan dibagi diantara para kreditur, seimbang dengan

besarnya piutang masing-masing (Pasal 1136 KUHPerdata).

2) Jaminan Kebendaan (Zakelijke — Zekerheidsrechten).

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur

atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda

tersebut, jika debitur melakukan wanprestasi.

Ciri-ciri jaminan kebendaan adaiah:"?

a.  Merupakan hak mutlak (absclut) atas suatu benda.

b. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda
tertentu milik kreditur.

¢.  Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.

d.  Selalu mengikuti bendanya detangan siapapun benda itu berada
(droit de suite/Zaaksgevolg).

e. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu
terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian
(droit dc preference).

f.  Dapat diperalihkan seperti hipotik.

g.  Bersifat perjanjian tambahan (assesoir).

** Ibid, hal. 17.
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B. JAMINAN F1DUSIA

1. PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA.
Fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Fidusia adalah
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan

pemilik benda.X4

Jaminan Fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1099 tentang Jaminan

Fidusia. Pasal 1 UU Jaminan Fidusia memberikan batasan pengertian sebagai

berikut: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Dari definisi yang diuraikan tersebut jelas bagi kita bitvWINNit &ibedaV&!N\

dari vidusia merupakan suatu proses pengalinaan hak kepemilikan

dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti

pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia ini adalah Pranata

jaminan fidusia.
Beberapa prinsip utama dari jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:15

1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang

jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.

4 Ignatius Ridwan Widyadharma, SH, MS, Pd.D, Hukum Jaminan Fidusia, Cet. I, (Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 1999), hal. 9.

15 Munir Fuady, Jaminan Fidusia. Cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 4.

18

Permasalahan jaminan..., Nurshinta Aprilia, FH Ul, 2008



2)  Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi baraiig jaminan, baru ada jika ada

wanprestasi dari pihak debitur.

3)  Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan
kepada pihak pemberi fidusia.

4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya,
maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.
Selain itu agar sahnya peralihan hak dalam kontruksi hukum tentang fidusia

ini. haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:'

1) Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk.

2)  Adanya title untuk suatu peralihan hak.

3) Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan
benda.

4)  Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan constitutum possesorium bagi

benda bergerak yang berwujud atau dengan cessie untuk hutang pivtang.

2. OBJEK JAMINAN FIDUSIA.

Kejelasan atas benda yang dapat dijaminkan secara fidusia sangat diperlukan.
UU Jaminan Fidusia telah mengatur hal tersebut, antara lain dalam Pasal 1 ayat (1),

Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia

tersebut adalah sebagai berikut:
1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialitkan secara hukum.

2) Dapat atas benda berwujud.

'8 Ibid.
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3) Dapatjuga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.

4) Benda bergerak.

5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.

6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikailkan dengan hipotik.

7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan
diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak
diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.

8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda.

9) Dapatjuga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.

10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.

11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan
fidusia.

ITy persediaan (inventory, stock perdagangan), dapatjuga menjadi objek
jaminan fidusia.

Terhadap pembebanan fidusia yang berobjekan barang persediaan ini dalam
hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama Floating Lien atau Floating Charge.
Yang dimaksudkan adalah an equitable charge on the assetsfor the time being ofa
going concern (Bedi, H.L., dan Hardikar, V.K., 1997 :138). Disebut dengan
“floating” (mengambang) karena jumlah benda yang menjadi objek sering berubah-
ubah (tidak pasti), sesuai dengan persediaan stok, dan mengikuti irama pembelian

dan penjualan dari benda tersebut.17

7 1bid., hal. 22-23.
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Sifat mengambang (floating) dari floating charges ini berubah menjadi spesifik
(specific charges) mandkala terjadi suatu tindakan yang disebut dengan krisialisasi
(crystalisation). Tindakan kristalisasi ini terjadi apabila terjadi keadaan-keadaan
sebagai berikut:'®

1) Pengumuman pemberesan dalam likuidasi suatu perusahaan.

2) Jjika terjadi wanprestasi atas surat berharga yang dijamin dengar floating
charges.

3)  Jika diangkat receiver (kurator) oleh pengadilan.

Untuk pendaftaran diperlukan kecermatan tentang barang-barang yang
dijaminkan. Jika kemudian ada perubahan, peralihan yang berkaitan dengan jumlah
dan nilai dari barang jaminan itu. Di samping itu era globalisasi juga mempengaruhi
ruang lingkup penggunaan jaminan fidusia, dan perkembangan ke arah penggunaan
objek fidusia terhadap barang bergerak yang tidak berwujud juga sedikit banyak

dapat menimbulkan masalah.'®

3. SIFAT JAMINAN FIDUSIA
Ketentuan UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak
atas jaminan benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda
tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tangggungan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai angunan

'8 1bid, hal. 24.

19 Prof. DR. Mariam Darus, SH, “Mengatur Jaminar. Fidusia dengan Undang-Undang dan
Penerapan Sistem Pendaftaran™ , Jurnal Hukum Bisnis Vol. 9 (1999): 63.
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dari pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

Penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.?

Ini berarti UU Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia
adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan
yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap
kreditur lainnya. Hal ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi
- Pemberi Fidusia.*!

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia
hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat
“persoonlijk” (perorangan) bagi kreditur.

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan
fidusia merupakan peijanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai
dengan wang. Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki
sifat sebagai berikut:?

a.  Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
b. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
C.  Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan

yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

* Indonesia, Undang- Undang Tentang Jaminan Fidusia, UG No. 42, LN No. 168 Tahun 1999,
TLN No. 3889, ps. 1 butir 2,
;‘ Ibid., ps. 27 ayat (3.
Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis), Cet. 1, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 124-125.
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1

Dalam Jaminan Fiuusia dapat kita lihat sifat-sifat berikut:

Sifat Mendahuiui (Droit de Preference) Dalam Jaminan Fidusia.

Sama halnya seperti hak agunan atas kebendaan lainnya seperti gadai yang
diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, Hak Tanggungan, dan Hipotek, maka

fidusia menganut prinsip ““droit de preferencePrinsip ini berlaku sejak
tanggal pendaftaraannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Di sini berlaku

adagium “first registered, first secured”.

Hak didahulukan/hak preferent adalah hak penerima fidusia untuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan
fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditur-kreditur
lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi,
hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang
menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk claiam harta pailit pemberi
fidusia, dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditur
separatis.

Bagaimana dalam keadaan sebaliknya, yaitu penerima fidusialah yang
dinyatakan pailit? Apakah benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan yang
hak kepemilikannya secara fidusia ada pada penerima fidusia termasuk dalam
harta pailitnya? Untuk jawaban ini kita dapat melihat Pasal 33 UU Jaminan
Fidusia yang menyatakan bahwa setiap janji yang memberi kewenangan
kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan
apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Kesimpulannya adalah objek

jaminan fidusia tidak menjadi bagian harta pailit penerima fidusia, oleh karena
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itu hak kepemilikan atas objek tersebut diperolehnya semata-mata sebagai
jaminan,23

Droit de Suite.

Intinya adalah jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek
jaminan fidusia dalain tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali
pengalikian atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sesuai dengan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia, maka pemberi fidusia dapat
mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan
cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan

ini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau meyewakan daiam

rangka kegiatan usahanya.

Namun UU menentukan batasan bahwa bila terjadi cidera janji oleh debitur
dan atae pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan
persedian tersebut tidak berlaku. Cidera janji tersebut dapat berupa tidak
dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian
jaminan fidusia, maupun petjanjian jaminan lainnya.*

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan yang berupa
benda persediaan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek
yang setara. Pengertian setara ini tidak hanya nilainya tetapi setara juga

jenisnya. Ini gunanya untuk menjaga kepentingan pengguna fidusia.

4. PEMBEBANAN FIDUSIA

23 /pid,, hal. 126.
24 1pid., hal. 127.
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1. Fidusia sebagai perjanjian assesoir
Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, scperti pinjaman gadai, hipotik,
atau hak tanggungan, maka perjenjian fidusia fidusia juag merupakan suaiu
peijanjian yang assesoir (perianjian ikutan). Perjanjian tersebut tidak dapat
berdiri sendiri tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang
merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok
adalah perjanjian hutang piutang.
Menurut hukum, semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang
assesoir. Termasuk di dalam perjanjian yang assesoir tersebut adalah sebagai
berikut:*
a. Perjanjian Fidusia.
b. Perjanjian Gadai.
c.  Perjanjian Hipotik.
d. Perjanjian Hak Tanggungan.
e. Perjanjian Jaminan Pribadi.
f.  Perjanjian Jaminan Perusahaan.
g. Perjanjian Cessie Piutang.
Konsekuensi dari perjanjian assessoir ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah,
atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka
secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assessoir juga ikut menjadi
batal.

2. Akta Jaminan Fidusia

2 Munir Fuady, Op.cit., hal.19
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Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut

dengan “Akta Jaminan Fidusia®. Akta jaminan fidusia ini haruslah memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:?°

a.  Haruslah berupa akta notaris.

b.  Haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia.

¢.  Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1)  Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, berupa:

a)
b)
c)
d)
e)
D

g)
h)

Nama Lengkap,

Agama,

Tempat tinggal/tempat kedudukan,
Tempat lahir,

Tanggal lahir,

Jenis kelamin,

Status Perkawinan,

Pekerjaan.

2) Haruslah dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia.

3)  Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.

4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni

tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya.

Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan

(inventory), haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kuaiitas

dari benda tersebut.

26 Ibid., hal. 20.
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5) Berapa nilai penjaminannya.
6) Berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Hutang yang Dijamin dengan Fidusia.
Menurut Pasai 1 angka 7, maka yang dimaksud dengan hutang dalam bal ini

adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah

uang, baik secara langsung maupun secara kontinjen.

Hutang yang bagaimanakah yang dapat diikat dengan fidusia?, karena itu, hutang

yang dapat dijamin dengan fidusia adalah sebagai berikut.”’

a. Hutang yang telah ada.

b. Hutang yang akan ada di kemudian hari (kontinjen), tetapi telah
diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu. Misalnya, hutang yang timbul
dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur
dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

c. Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan
suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi.
Misalnya, hutang bunga atas perjanjian pokok yang jumlahnya akan
ditentukan kemudian.

4. Fidusia Ulang.

Fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia,

dibebankan fidusia sekali lagi. Pada prinsipnya fidusia ulang tidak dapat

dibenarkan. UU Jaminan Fidusia menganut prinsip fidusia sebagai peralihan hak

miiik secara kepercayaan, bukan hanya sebagai jaminan hutang semata-mata.

7 Ibid,, hal. 21.
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Jadi, kepemilikan yang sudah diserahkan ke pihak kreditur yang satu tentu oleh
pihak debitur lidak mungkin lagi diserahkan kepada pihak kreditur yang lain.
Intinya UU Jaminan Fidusia melarang adanya fidusia ulang, hal ini dapat kita
ketahui pengaturannya di Pasal 17 UU Jaminan Fidusia. Walaupun ada Pasal lain
yang seolah saling bertentangan yaitu Pasal 28 UU Jaminan Fidusia, yang

menentukan bahwa jika terjadi lebih dari satu fidusia atas suatu benda maka hak
prioritas diberikan kepada pihak kreditur yang lebih dahulu mendaftarkan fidusia
tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia. Artinya seoiah-olah fidusia kedua dapat
diakui tetapi tanpa hak prioritas, namun memang suatu fidusia tanpa hak prioritas
bisa dikatakan sama sekali tak ada gunanya.28

Ada kemungkinan di mana fidusia dapat diberikan kepada lebih s&w p\hak,

tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 8 UU Jaminan Fidusia beserta
penjelasannya, tampak bahwa pemberian jaminan fidusia yang dilaksudkan
adalah pemberian fidusia kepada lebih dari satu kreditur dalam bentuk pemberian
kredit konsorsium (sindikasi).
Dapat ditarik kesimpulan bahwa fidusia tidak mungkin diberikan kepada lebih
dari satu kreditur kecuali jika diberikan secara bersama-sama pada waktu yang

bersamaan dan semua kreditur saling mengetahui adanya dua atau lebih kreditur

tersebut.

5. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

29bid., hal. 22.
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Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di
tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan Pendaftarannya mencakup benda, baik yang
berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, hal ini untuk
memenuhi asas Publisitas, sekaiigus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur
lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia, dan bukan merupakan institusi yang mandiri atau pelaksana teknis.
Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara
bertahap di Ibukota Propinsi bertahap sampai dengan di tiap daerah tingkat II. Dalam
hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di daerah tingkat II, maka wilayah
kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Propinsi meliputi seluruk: daerah tingkat
I yang berada di lingkungan wilayahnya.

Permohonan Pendafiaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia,
kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
Dalam hai ini, karena yang disampaikan adalah pernyataan pendaftaran, maka kantor
pendaftaran fidusia tidak bersifat konstitutif dalam arti bahwa dia tidak melakukan
penilaian atas kebenaran atau menyatakan/menjamin kebenaran dari data dalam
pernyataan pendafiaran. Akan tetapi, Kantor Pendaftaran Fidusia hanya berfungsi
sebagai instansi yang melakukan “pengecekan administrasi” saja. Serupa dengan
fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dalam suatu perusahaan ge publik.

Dalam Pernyataan Pendaftaraan Fidusia dimuat hal-hal sebagai berikut:*

 Ibid., hal. 32.

29

Permasalahan jaminan..., Nurshinta Aprilia, FH Ul, 2008



1) Identitas Pihak Pemberi Fidusia.

2) ldentitas Pihak Penerima Fidusia.

3) Tanggal dan Nomcr Aktajaminan Fidusia.

4)  Nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

5) Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusis.

6) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

7)  Nilai penjaminan, dan

8) Nilai benda yang menjadi objek penjaminan fidusia. (lihat Pasal 12 ayat (2)

UU Jaminan Fidusia).

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima
Fidusia Sertipikat Jaminan Fidusia yang merupakan Salinan Buku Daftar Fidusia
pada tanggal >aug sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, yang
memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pernyataan pendaftaran.

Dalam sertipikat jaminan fidusia, dicantumkan kata-kata ‘©OEM1 KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Maksudnya adalah
Sertipikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutoria! yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan
eksekutorialnya adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan
bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang
menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertipikat

jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran
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atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran
Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubzhan
melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku daftar Fidusia dan
mencantumkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari sertipikat Jaminan Fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam
sertipikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini
tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efesiensi untuk memenuhi
kebutuhan dunia usaha.

Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda-benda yang
menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Fidusia ulang oleh pemberi
fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkaa atas benda
yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah
beralih kepada penerima fidusia.

Segala keierangan mengenai benda fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia

yang ada pada kantor pendafiaran fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia

terbuka untuk umum.

6. LAHIRNYA JAMINAN FiDUSIA
Ketentuan hukum adat mengatakan bahwa suatu transaksi bersifat terang dan
tunai. Pengertian terang di sini adalah transaksi tersebut terjadi pada saat dibuat di
hadapan yang berwenang, karena itu menurut teori hukum adat, semestinya fidusia
lahir pada saat dibuatnya akita pembebanan fidusia di hadapan pejabat yang

berwenang, dalam hal ini dibuat di hadapan notaris (Pasal S ayat (1) UU Jaminan
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Fidusia. Namun ketentuan ini bertolak belakang dengan UU Jaminan Fidusia yang
secara jelas tertuang dalam Pasal 14 ayat (3), yang intinya adalah jaminan fidusia
oleh Undang-undang dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya Jaminan

Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

7. PENGALIHAN DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
Pengalihan Jaminan Fidusia
“Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan

beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur

baru.”°

Pengalihan hak atas piutang yang dimaksud adalah pengalihan piutang yang
dikenal dengan cessie yakni pengalihan putang dengan akta otcntik atau akta di
bawah tangan. Bentuk pengalihan piutang dengan cessie tersebut, telah dipastikan
oleh Undang-Undang tepatnya Pasal 613 ayat 2 KUHPerdata, tidak akan membawa
satu akibat hukum apapun, selain jika pengalihan tersebut telah diberitahukan kepada
debitur, ataupun pengalihan tersebut telah diakui secara tertulis olehnya.

Pengalihan piutang semacam ini mempunyai akibat dan konsekwensi bahwa
- segala hak-hak yang melekat pada piutang tersebut termasuk hak-hak istimewa,
jaminan fidusia dan gugatan-gugatan yang ada turut beralih dari kreditur penjual
piutang kepada pembeli piutang yang dengan pengalihan piutang tersebut menjadi

editur baru bagi debitur. Jadi dalam hal ini sangatiah jelas batwa dengan adanya

cessie terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka

3% Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42, LN No. 168 Tahun 1999,
TLN No. 3889, ps. 19 ayat 1.
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jaminan fidusia sebagai perjanjian assesoir, demi hukum juga beralih kepada
penerima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula, segala hak
dan kewajiban kreditur sebagai penerima fidusia lama beralih kepada kreditur baru
sebagai penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan
kepada pemberi fidusia.

Beralihnya jaminan fidusia dengan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh

kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Hapusrya Jaminan Fidusia

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum dianggap
telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut adalah sebagai berikut:*!
1) Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia.

2)  Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
3) Musnahnya benda yang menjadi jaiinan fidusia.

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh fidusia adalah
sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan
perjanjian ikutan (assessoir). Dalam hal ini assessoir terhadap perjanjian pokoknya
berupa perjanjian hutang piutang. Jadi, jika perjanjian hutang piutang, atau
piutangnya lenyap karena alasan apapun, maka jaminan fidusia sebagai ikutannya
juga ikut menjadi lenyap.

Sementara itu, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh

penerima fidusia juga wajar, mengingat pinak penerima fidusia sebagai yang

31 Ibid., hal. 50.
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memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melenyapkan

haknya itu.

Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia tentunya juga
wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika
barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam hal ini, jika
ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang tersebut (misalnya: asuransi
kebakaran, maka pembayaran asuransi tersebut manjadi haknya pihak penerima
fidusia).

Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu jaminan fidusia
hapus, yaitu harus dicoret pencatatan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia.
Atas hapusnya perjanjian fidusia jaminan fidusia, maka penerima fidusia harus
memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan
fidusia tersebut. Pada saat pemberitahuan tersebut harus dilampirkan pula pernyataan
mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi
objek jaminan fidusia tersebut. Adanya ketentuan seperti ini akan berguna untuk
memberi kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya, Kantor
Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertipikat
jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini

jaminan fidusia tersebut dicoret dari buku daftar fidusia yang ada pada kantor

pendaftaran fidusia.3

8. PROSES EKSEKUSI FIDUSIA
3Abid hal. 50.

3B Ibid., hal. 50.
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Sebagai salah satu jenis jaminan hutang, fidusia juga harus memiliki unsur-

uusur cepat, inurah, dan pasti. UU Jaminan Fidusia mengambil pola eksekusi hak

tanggungan

1996, yaitu

yang dikembangkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun

dengan mengatur eksekusi secara bervariasi, sehingga para pikak dapat

memilih model eksekusi mana yang mereka inginkan. Model-model Jaminan Fidusia

menurut UU Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

1

2)

3)

Secara fiat eksekusi (dengan memakai title eksekutorial), yakni lewat
suatu penetapan pengadiian.

Secara Parate eksekusi, yaitu dengan menjual (tanpa penetapan
pengadilan) di depan pelelangan umum.

Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.

Walaupun tidak disebutkan dalam UU Jaminan Fidusia, tetapi tentunya

pihak kreditur dapai menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan

biasa ke pengadilan.?*

a.  Eksekusi Fidusia Dengan Title Eksekutorial.

Ada beberapa akta yang mempunyai title eksekutorial, yang disebut dengan

“grosse akta”, yaitu:”

1)
2)
3)

4)

Akta Hipotik. (berdasarkan Pasal 224 HIR)

Akta Pengakuan Hutang. (berdasarkan Pasal 224 HIR)

Akta Hak Tanggungan. (berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan
No.4 Tahun 1996)

Akta Jaminan Fidusia. (berdasarkan UU Jaminan Fidusia)

3 Ibid.
3 Ibid.

, hal. 58.
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Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap akta yang
mempunyai title eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 244 HIR
tersebut menyatakan bahwa Grosse dari akta Hipotik dan Surat Hutang yang
dibuat di hadapan Notaris di Indonesia, yang kepalanya berbunyi “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan
kekuatan suatu keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat
yang demikian dieksekusi dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua
Pengadilan Negeri, yang dalair perintah dan di bawah pimpinan Ketua
Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat
tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara-
cara yang dinyatakan dalam Pasal sebelumnya dari Pasal 224 HIR ini, tetapi
dengan pengeriian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah
diizinkan dengan keputusan hakim. Jika putusan hakim itu hairus dilaksanakan
seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang
memerintahkan pelaksanaan putusan itu, maka haruslah dituruti ketentuan
dalam Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya dari HIR.%¢

Pasal 14 dari Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 menyatakan
bahwa sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertipikat Hak
Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan ekseckutorial yang sama dengan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan beriakn

3 Ibid., hal. 59.
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sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak tanggungan

atan tanah.

Selanjutnya, Pasal 15 dari UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa dalam
sertipikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertipikat jaminan Fidusia tersebut mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang penuh.

Dari Pasal-Pasal tersebut di atas teriihat bahwa salah satu syarai agar suatu fiat
eksekusi dapat dilakukan adalah bahwa dalam akia tersebut terdapat irah-irah
yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-
irah inilah yang memberikan title eksekutorial, yakni title yang mensejajarkan
kekuatan akta terscbut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta
tersebut tinggal di eksekusi (tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan).”’
Namun perlu diketahui yang dimaksud fiat eksekusi adalah eksekusi atas
sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telsh
berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminia “fiat” dari ketua pengadilan
yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi.

Ketua pengadilan tersebut akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud

dalam HIR.
Eksekusi Fidusia Secara Pararie Eksekusi Lewat Pelelangan Umum.
Eksekusi Fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh

penerima fidusia lewat lembaga pelelangen umum (Kantor Lelang), di mana

7 r1bid.
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hasil pelelangan tersebut duambil untuk melunasi pembayaran piutang-

piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa

melibatkan pengadilan sama sekali. Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf b UU

Jaminan Fidusia.*®

Adanya ketentuan ini menghapuskan keragu-raguan sebelumnya seolah-olah

setiap eksekusi lewat kantor pelelangan umum haruslah dengan suatu

penetapan pengadilan. Padahal anggapan ini tidak benar sama sekali.

Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Secara Penjualan Di Bawah Tangan.

Jaminan Fidusia dapat juga dicksekusi tanpa lewat pengadilan (parate

eksekusi) dengan cara menjual benda yang menjadi objek fidusia tersebut

secara bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Syarat-syarat

agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah sebagai

berikut:*

1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima
fidusia.

2)  Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga
tertinggi yang menguntungkan para pihak.

3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4) Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang berada di

daerah vang bersangkutan.

38 Ibid., hal. 60.
3% YU Jaminan Fidusia, Op.cit., ps. 29.
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dq.

5)  Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak
diberitahukan secara tertulis.

Eksekusi Fidusia Secara Mendaku

Mendaku yang dimaksudkan di sini adalah membuat menjadi aku yany punya.

Schingga Eksekusi Fidusia secara mendaku adalah eksekusi fidusia dengan

cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung

tanpa lewat suatu transaksi apapun.

UU Jaminan Fidusia secara tegas tidak membenarkan dan melarang eksekusi

fidusia secara mendaku.

“Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk
memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji akan
batal demi hukum {null and void).”*°

Dari ketentuan yang melarang mendaku tersebut maka memperlihatkan bahwa
institusi hukum fidusia ini memang berwajah ganda. Di satu pihak fidusia
dianggap hanya sebagai suatu jaminan hutang semata-mata, sehingga eksekusi
secara mendaku memang tidak dibenarkan, sebagaimana juga hal nya
terhadapeksekusi jaminan hutang jenis lainnya, dan memang sudah seharusnya
demikian. Tetapi di lain pihak, institusi hukum fidusia ini dianggap sebagai
suatu penyerahan hak milik secara kepercayan. Jika dianggap sebagai
penyerahan hak milik secara kepercayaan maka benda objek fidusia tersebut

sudah berpindah kepemilikannya kepada pihak kreditur, sementara pihak

4 Ibid, ps.33.
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kreditur menyerahkan penguasaan benda tersebut kepada pihak debitur secara
kepercayaan, dengan demikian kepemilikan benda tersebut telah beralih
kepada pihak pemberi hutang (kreditur). Jika kita konsekuen terhadap
berlakunya system penyerahan hak milik secara kepercayaan ini, maka benda
tersebut sudah menjadi milik pihak kreditur, mestinya larangan mendaku
dalam eksekusi tidak periu ada.

Eksekusi Fidusia Terhadap Barang Diperdagangkan Dan Efek Yang Dapat
Diperdagangkan.

Bila benda yang menjadi objek dari penjaminan fidusia merupakan benda
perdagangan atau efek, artinya benda tersebut dapat dijual di pasar atau di
bursa, maka pengeksekusian cbjek penjaminan fidusia tersebut menurut UU
Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau di bursa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut.
Misalnya, jika barang tersebut berupa saham dari perusahaan terbuka yang
diperdagangkan di bursa efek, maka eksekusi fidusia dapat dilakukan berupa
penjualan di bursa efek dengan mengikuti peraturan di bursa yang
bersangkutan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bapepam atau berbagai
peraturan pasar modal lainnya.*! Hal ini diatur dalam UU Jaminan Fidusia
Pasal 31. Setiap janji untuk melaksanakan ecksekusi dengan cara yang
bertentangan dengan Pasal 31 tersebut dalam Pasal 32 UU Jaminan Fidusia
disebutkan akan batal demi hukum.

Eksekusi Fidusia Melalui Gugatan Biasa.

4! Munir Fuady, Op. cit., hal. 62.
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Eksekusi fidusia melalui gugatan biasa, meskipun dalam UU Jaminan Fidusia
tidak disebutkan, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur
eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan, sebab keberadaan UU
Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan
ketentuan hukum acara umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada
dalam hukum acara umum. Tidak ada indikasi sedikitpun dalam UU Jaminan
Fidusia, khususnya tentang cara eksekusi, yang bertujuan meniadakan
ketentuan acara hukum umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke
Pengadilan Negeri yang berwenang. Adanya tambahan model-model eksekusi
pada UU Jaminan Fidusia justru untuk mempermudah dan membantu pihak
kreditur untuk menagih hutangnya yang mempunyai jaminan fidusia dengan
jalan mengeksckusi jaminan fidusia tersebut. Hal ini disebabkan, eksekusi
fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama dan prosedur yang
berbelit-belit, dan hal tersebut sangatlah tidak praktis dan tidak efisien bagi
hutang dengan jaminan fidusia tersebut.

Eksekusi Fidusia Menurut Undang-Undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985.

Selain dari pelaksanaan dengan eksekusi fidusia secara biasa (gugatan biasa),
maka salah satu model eksekusi fidusia yang diberikan oleh Undang-Undang
Rumah Susun No. 16 Tahun 1985 tersebut adalah eksekusi fidusia dengan
penjualan di bawah tangan langsung oleh pihak kreditur tanpa perlu melibatkan

pengadilan atau kantor lelang. Undang-Undang Rumah Susun No. i6 Tahun
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198d memberikan beberapa syarat agar eksekusi di bawah tangan ini dapat

idijalankm ‘Syaratsyara.itersebutadalah sebagai berikut:'3

1) Harus diperjanjikan untuk itu (tidak berlaku, secara umum).

2) Dapat dilakukan manakala harga tertinggi yang menguntungkan kedua
belah pihak dapat dipenuhi dengan eksekusi bawah tangan tersebut.

3) Penjualannya baru dapat dilakukan setelah melewati tenggang waktu satu
bulan setelah  diberitahukannya secara tertulis kepada yang
berkepentingan.

4) ~ Dilakukan dengan jalan mengumumkannya di dua surat kabar setempat
dan/atau media cetak lainnya.

5)  Tanpa ada pihak yang menyatakan keberatan.

9. KETENTUAN PIDANA

Ketentuan pidana dalam UU Jaminan Fidusia hanya memuat dua Pasai. Pasal
35 1JU Jaminan Fidusia berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan,
mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara
menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh saiah satu pihak tidak melahirkan
perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp !0.000.000.-
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Pasal 36 berbunyi: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau

menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud

42Jbid., hal. 64.
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e

dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima pulch juta rupiah)”. Ancaman pidana
menurut Pasal ini merupakan konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas
benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara constitutum possesorium
(penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali),
terlebih lagi bilamana diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1977 KUHPerdata yang

menentukan bahwa penguasaan atas barang bergerak merupakan alas hak bagi

kepemilikanuya.
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BAB I
ANALISIS TERHADAP PERMASAUAHAN JAMINAN FIDUSIA YANG
DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN PADA PT. X FINANCE

DITINJAU DARI UU JAMINAN FIDUSIA

A. SEKILAS MENGENAI PT. X FINANCE
PT. X Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen. £T. X
Finance ini telah memiliki izin dari Menteri Keuangan dengan kegiatan usaha
Pembiayaan Konsumen. Kegiatan Pembiayaan dalam PT. X Finance dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republuk
Indonesia Ncmor 84/PMK.012/2006 teniang Perusahaan Pembiayaan yang terbunyi:
(1) Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan
Gana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan
pembayaran secara angsuran.
(2) Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
meliputi:
a. Pembiayaan Kendaraan bermotor,
b. Pembiayaan Alat-alat rumah tangga,
c. Pembiayaan Barang-barang elektronik,
d. Pembiayaan Perumahan.
Dalam: hai kegiatan pembiayaan konsumennya PT. X Finance hanya

melakukan kegiatan pembiayaan terbatas pada kendaraan bermotor saja, khususnya

(o}
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kendaraan bekas roda dua dan empat. Adapun batasan produk yang dibiayai adalah
hanya motor Jepang, (Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki) dan kendaraan
tersebut mulai dengan tahun 2000 keatas, untuk mobil dengan tahun 1990 ke atas
(mobil tidak terbatas pada produk jepang, atau semua produk kecuali produk cina).

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pada PT. X Finance, yaitu
Pihak Perusahaan Pembiayaan, Pihak Konsumen, dan Pihak Supplier.

Hubungan satu sama lainnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini:*

PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN

Perusahaan Konsumen > Supplier
(Kreditur) (harga barang)

v
(perjanjian pembiayaan konsumen)
v
(perjanjian jual beli)

v

Konsumen
(Debitur)

(penyerahan barang)

HUBUNGAN PIHAK KREDITUR DENGAN KONSUMEN
Hubungan antara Pihak Kreditur dan Konsumen adalah hubungan kontraktual

dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen, di mana pihak pemberi biaya sebagai

* Munir Fuady, Hukum TentangPembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Cet.], (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 209
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kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi
biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu
barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama
untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.
Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen
adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian
kredit (dalam KUHPerdata) berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur
dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak
pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut,
maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang
sudah diserahkan oieh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan
sudah iangsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang
tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

Dalam hal ini berbeda dengan kontrak leasing, di mana secara yuridis barang
tetap menjadi miliknya pihak kreditur (lessorj untuk seiama-lamanya atau sampai

hak opsi dijalankan pihak lessee44

HUBUNGAN PIHAK KONSUMEN SUPPLIER
Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual
beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual

barang kepada pihak konsumen selaku pembali, dengan syarat bahwa harga akan

4 1bid., hal. 209-210.
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dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti
apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya
maka jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan
batal.

Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli
yang relevan akan beriaku. Misalnya tentang kewajiban adanya “menanggung” dari

pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.*’

HUBUNGAN PENYEDIA DANA DENGAN SUPPLIER

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak
supplier (penyedia barang) tidak mempunyai suatu hubungan hukum yang khusus,
kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan
untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak
supplier dengan pihak konsumen.

Karena itu, jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan
dananya sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah
selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan

batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena

wanprestasi tersebut.’®

B. PROSES JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN PADA PT. X

FINANCE.

4 Ibid., hal. 210.
“S Ibid., hal, 211.
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Pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. X Finance merupakan
perjanjian di mana PT. X Finance sebagai kieditur menyediakan fasilitas kendaraan
untuk pembelian kendaraan dengan kriteria yang telah disebutkan di atas kepada
penjual/pemasok/supplier sesuai kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran
angsuran oleh konsumen. Adapun data-data yang perlu dilengkapi konsumen dalam
pembiayaan ini adalah:*’

a. perorangan.

1. Indentitas Konsumen dan penjamin (KTP).

2. Kartu Keluarga yang menunjukkan hubungan antara pemohon dan

penjamin.

2o Bukti Kepemilikan Rumah.

4. Data keuangan atau keierangan penghasilan/ keterangan usaha.
b. Perusahaan.

1. Indentitas pengelola perusahaan.

2. Akta pendirian dan perubahan.

3. Izin Usaha (SIUP, TDP, NPWP, dll).

4. Fotocopy rekening 3 bulan terakhir.

5. Persetujuan dewan komisaris/persero komanditer.

Adapun dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi:*®
a.  Permohonan Pembiayaan konsumen, berisi data-data pemohon dan penjamin,

data-data kendaraan, rincian harga, uang muka, pokok hutang, angsuran,

“7 Hasil wawancara dengan Bpk. Bagus Riski, Kepala Cabang PT. X Finance pada tanggal 15
April 2008
8 Ibid.
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Suplier, data-data capital, capacity, collateral, condition dari konsumen dan
hasil analisa dari kredit analis serta kolom persetujuan.

b.  Surat kuasa dari konsumen untuk menarik kendaraan, memasuki rumah waktu
menarik kendaraan, surat pengalihan piutang.

c.  Surat pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang
mana dilengkapi dengan syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen
dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Berisi hak-hak dan kewajiban

kedua belah pihak.

d. Karena kendaraan bekas maka di lengkapi dengan formulir Check list

kendaraan bermotor.

e.  Penting untuk anda, Berisi ringkasan hak dan kewajiban, prosedur klaim

asurarnsi dan prosedur lainnya.

PT. X Finance menangani kendaraan bekas, karena itu ada kemungkinan harga
bervariasi, babkan untuk kendaraan dengan tahun, merek, dan tipe yang sama, contoh
Honda Supra th 2000 ada kemungkinan harganya Rp. 7.500.000,- bahkan mungkin di
atas atau di bawah itu tergantung dari kondisi dan minat konsumen. Oleh karena itu
kita memberi batasan, atau patokan harga yang biasanya sedikit di bawah pasaran.
Dan juga ada patokan uang muka minimal.

Pokok hutang konsumen adalah harga dikurangi uang muka. Pokok hutang
inilah yang benar-benar menjadi patokan artinya berapa pun harga motor, akan PT. X
Finance danai tapi patokan pokok hutang tadi tidak boieh lebih. Contoh misalkan
patokan harga supra X tahun 2000 Rp. 7.000.000,- uang muka minimal 20% maka

pokok hutang tertinggi yang diperbolehkan adalah Rp 7.000.000 — 1.400.000 = Rp.
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5.600.000,- misalnya konsumen A membeli motor Supra X tahun 2000 dengan harga

Rp. 8.000.000 maka uang muka min adalah 8.000.000 - 5.600.000 —Rp. 2.400.000,-.

Perhitungan untuk mobil pun kurang lebih sama. 49

Tahapan proses fidusia di bawah tangan pada PT. X Finance:50

A)

B)

C)

Konsumen membeli kendaraan bermotor bekas dari penjual/supllier. Setelah
keduanya setuju, konsumen menyerahkan persyaratan Kartu Tanda Penduduk,
Kartu Keluarga, Bukti kepemilikan Rumah, dan data keuangan. Supllier akan
kontak pada PT. X Finance, dan dilakukan survei, jika di setujui maka
konsumen membayar uang muka sesuai perjanjian ke supplier.

PT. X Finance mengirimkan purcnase order ke supplier, supplier harus
mengirimkam kendaraan ke konsumen yang di buktikan dengan surat jalan
atau landa terima kendaraan (ini di lakukan untuk menghindari jika dilakukan
pembayaran terlebih dahulu ternyata barang tidak/atau terlambat dikirim ke
konsumen).

Kemudian supplier mengirimkan tagihan, dan dilampirkan; BPKB, Faktur, atau
copy faktur yang di legalisir samsat (faktur wajib karena ini merupakan akta
lahir motor tersebut, kalau sampai benar-benar tidak ada konsumen harus
membuat pernyataan tidak keberatan kendaraan tanpa faktur), kwitansi Down
Payment, Surat pernyataan kendaraan dalam keadaan baik dan tidak dalam
sengketa atau berkait masalah hukum dari supplier, gesekan rangka dan mesin,

dan copy STOK untuk membuktikan STNK ada dan tidak ada masalah dengan

pajak.

Bt
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D)

G)

Setelah berkas tersebut diterima baru dilakukan pembayaran sebesar harga di
kurangi Down Payment konsumen, biasanya berbentuk giro, Cheque, transfer
atau tunai sesuai dengan perianjian.

Pada saat ini konsumen sah berhutang atas pinjaman uang tunai jumiah
terhutang adalah semua jumlah utang pokok, angsuran, bunga, denda, pajak,
serta biaya-biaya yang berkenaan dengan perjanjian pembiayaan konsumen.
Dinyatakan resmi berhutang dan merupakan tanggal jatuh tempo angsuran
pada saat konsumen menerima kendaraan (dapat dilihat dari tanggal surat jalan
atau tanda terima kendaraan) sisanya itu benar walau ada sebagian lembaga
keuangan menggunakan perjanjian sewa i)eli, dimana konsumen belum
memiliki kendaraan selama belum lunas, hal ini salah dan rancu tapi masih
terjadi.

Pencairan pinjaman oieh PT. X Finance dimaksudkan untuk membantu proses
jual beli antara konsumen dan penjual.

Dengan dilakukan jual beli, maka konsumen menjadi pemilik benda, dan
sekaligus memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang dilakukan

dengan angsuran.

Pada PT. X Finance ada 3 (tiga) hal yang mencerminkan sehat atau tidaknya

perusahaan tersebut:’'

1.  Sales, mencerminkan keadaan keuangan perusahaan tersebut semakin
besar pembiayaan di lakukan semakin besar piutang, semakin besar

piutang semakin besar laba di tahan (laba ditangguhkan).

5 Ibid,
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2.  Collection, semakin besar angsuran tertagih maka perubahan laba ditahan
menjadi laba perusahaan makin besar, dan akan membantu kondisi
keuangan perusahaan, sedangkan penilaian Depariemen Keuangan untuk
Lembaga Keuangan sehat atau tidak itu dilihat dari besarnya modal
disetor, besarnya aktiva lancar, dan sebagainya.

3. Bad debi, ini adalah kerugian perusahaan, di mana jika konsumen
menunggak tiga bulan dan sampai akhir bulan ketiga tidak ada
pembayaran maka akan di write off, atau akan di hapus dari daftar (laba
di tahan akan berkurang) dengan kata lain akan menjadi kerugian,
adapun sistem perhitungannya adalah jumlah bad debt tadi berbanding
total piutang, masing-masing perusahaan berbeda patokannya, untuk
bank biasanya hingga 5% max, lembaga keuangan juga besvariasi ada
yang 2%, atau 3% sedangkan PT. X Finance max 1% oleh karena itu
sangat di sayangkan kalau besanya bad debt ini hanya karena prosesnya
yang lama. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap perusaan tersebut sehat
atau tidak.

Atas Fidusia di bawah tangan yang umumnya digunakan PT. X Finance, lantas
apa yang akan dilakukan oleh PT. X Finance bila ternyata konsumen cidera janji atau
wanprestasi. Berikut adalah beberapa penyelesaian yang digunakan:>?

J.  Jika konsumen wanprestasi, ada beberapa kategori penyelesaian oleh PT. X

Finance:

52 1bid.
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a. Konsumen yang menunggak dari 15 hari hingga 30 hari sejak tanggal
jatuh tempo, yang biasa di jalankan adalah tetap di tagih seperti biasa,
tetapi sudah di kirimkan surat peringatan |, yang berisi pemberitahuan

bahwa angsuran belum di terima dan mohon segera di selesaikan atau

datang ke kantor untuk di diskusikan.

b. Konsumen yang menunggak 31 hari hingga 45 hari dari tanggal jatuh
tempo, yang biasa di jalankan adalah tetap di tagih seperti biasa, tetapi

telah di kirimkan surat peringatan II.

c. ~Konsumen yang menunggak 45 hari hingga 60 hari dari tanggal jatuh
tempo, yang biasa di jalankan adalah tetap di tagih seperti biasa, tetapi
sudah di kirimkan surat peringatan I11.

d.  Konsumen menunggak 61 hari hingga 90 hari dari tanggal jatuh tempo,

yang biasa dijalankan adaiah teiap ditagih seperti biasa, dan diusahakan

untuk tarik barangjaminan (motor).

e. Jika lewat 90 hari hingga akhir bulan belum juga bayar, maka masuk
kategori bad debt maka akan di write off (tiapfinance company dan bank

berbeda dalam criteria ini ada yang tiga bulan ada yang enam bulan

bahkan lebih).

2. Banyak juga penyelesaian seperti ini untuk kasus-kasus tertentu:53
a. Konsumen batuk-batuk (pembayaran tersendat) terus tetapi masih bayar,

misalnya dua blllan bayar satu kali, atau tiga bulan bayar satu kali setiap

bulan tetapi masih bayar, untuk yang sepcili ini Kr finrung kondiSi jika
B3Ibid.
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tagihan tinggal sedikit maka pembayaran seperti ini dibiarkan berjalan
terus.

b.  Jika konsumen masih panjang angsurannya tapi sudah mulai bermasalah
apalagi menunggak hingga lebih 60 hari motor akan ditarik/sita. kalau

sampai ditarik ada beberapa solusi untuk penyelesaian:

1. Konsumen dapat membayar angsuran tertunggak dan motor di
kembalikan, dan melanjutkan angsuran seperti biasa.

2.  Konsumen harus melunasi seluruh hutangnya, maka motor dan
BPKB akan kita berikan.

3. Hal tersebut di atas biasanya di berikan batas waktu tunggu antara
15 hari hingga 30 hari dengan di kirimkan surat pemberitahuan
untuk penyelesaian hutang, jika tidak datang maka akan dikirimkan
surat undangan ielang pada tanggal tertentu (konsumen tidak boleh
jadi peserta lelang dan tidak boleh bayar atau pclunasan lagi). Jika
konsumen hadir, maka selisih lelang akan menjadi hak atau
kewajiban konsumen (nilai lelang lebih besar dari hutang selisih
untuk konsumen, sebaliknya kalau kurang konsumen harus
menutupi kekurangannya) jika konsumen tidak hadir menyaksikan
lelang maka selisih tersebut menjadi hak dan resiko perusahaan.

c. Kalau konsumen tidak membayar hingga tiga bulan lebih dan
motor/barang fidusia tidak dapat di tarik maka akan menjadi bad

debt/kerugian perusahaan.
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Selain penyelesaian di atas, biasanya PT. X Finance sudah tawarkan beberapa
solusi lain, seperti di jual bersama-sama kemudian dilakukan pelunasan di kantor
selisihnya menjadi milik konsumen, solusi lain kalau konsumen sudah berat dan
kemungkinan akan macet boleh di oper alih ke konsumen lain, dengan catatan di
ketahui oleh perusahaan dan dilakukan survei ulang dan perjanjian baru, ini pun
salah satu scbab tidak didaftarkannya fidusia.

Sebenarnya PT. X Finance dan beberapa perusahaan sejenis akan mendaftarkan

fidusia jika konsumen sudah timbul gejala batuk-batid( dalam pembayaran, untuk

berjaga-jaga jika terjadi masalah.

C. ALASAN PARA PIHAK DALAM MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA
YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN.

Pada tanggal 30 Sepiember 1999 telah disahkan UU jaminan Fidusia dan pada
hari yang sama, peraturan tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara
Nomor 168, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Jaminan Fidusia, pada
tanggal 30 September itu juga UU Jaminan Fidusia mulai berlaku. Walaupun dalam
Pasal 39 UU Jaminan Fidusia dikatakan, bahwa Kantor pendaftaran Fidusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling
lambat 1 (satu) tahun setelah UU Jaminan Fidusia ini diundangkan.>

Dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mengatakan bahwa:

(1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

34 J. Satrio, Hukum Jaminan (Hak Jaminan Kebendacn Fidusia), Cet. 1, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2002), hal. 1.
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(2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar
wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tetap berlaku.

Dari kalimat tersebut di atas dapat kita simak kata “wajib“. Maka dari kata
“wajib” tersebut, kita memerlukan kejelasan dan ketegasan, karena tidak ada satupun
ketentuan dalam UU jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa fldusia yang tidak
didaftarkan adalah tidak sah. Maka dapat saja kita menafsirkan bahwa untuk
berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia maka haruslah dipenuhi
syarat, bahwa jaminan benda tersebut didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan
tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada di
dalam UU Jaminan Fidusia.

Namun dari kata “wajib” pulalah maka dapat berarti untuk jaminan kebendaan
secara fidusia seluruhnya harus didaftarkan. lika seluruh penjaminan fidusia wajib
tanpa pengecualian harus didaftarkan maka berarti pula tidak dapat dilakukan
penjaminan fidusia di bawah tangan. Sebelum didaftarkan para pihak yang berkaitan
dalam penjaminan tersebut harus terlebih dahulu membuat akta jaminan fidusia. Di
sini peranan notaris untuk membuat akta otentik jaminan fidusia sangat menentukan.

Sesuai dengan peraturan semua lembaga pembiayaan konsumen seperti halnya
PT. X Finance wajib mendaftarkan ke lembaga fidusia, tapi kenyataan pada
prakteknya para pihak dalam penjaminan fidusia pada PT. X Finance tetap memilih
di bawah tangan. Sementara itu UU Jaminan Fidusia tidak menentukan sanksi
apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan. Seperti yang telah kita lihat pada

proses penjaminan yang telah dijelaskan di atas.
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Alasan-alasan yang menjadi dasar bagi para pihak adalah:%

a. PT. X Finar.ce (selaku Kreditur)

1) Besarnya biaya yang harus di keluarkan (umumnya Rp. 200.000 - Rp.
350.000/unit untuk motor Rp.500.000 - Rp. 750.000/unit untuk mobil,
tergantung notarisnya), di bandingkan dengan kasus yang timbul.

2) Sehubungan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, maka akan
semakin sulit untuk bersaing dengan perusahaan sejenis sehingga daya
saing menurun.

3)  Pelaksanaan UU jaminan fidusia dalam pelaksanaannya belum jelas
siapakah petugas pelaksana (aparat) yang membantu kreditur dalam
eksekusi bila debitur cidera sehingga ada di beberapa
daerah, pihak yang berwenang belum berani menjalankan aturan tersebut.
Misalnya polsek, tidak bersedia melakukan pemanggilan, pemeriksaan
dan lain-lain, dengan alasan perundang-undangannya sudah ada tapi
aturan pelaksanaan secara detail di lapangan yang masih belum jelas, di
tambah mereka lebih mengutamakan kasus pidana mumi berkaitan
dengan anggota kepolisian yang terbatas di banding dengan kasus yang
ada. Sehingga untuk kasus-kasus fidusia yang masih di anggap abu-abu
(1/2 pidana dan 1/2 perdata) belum menjadi perhatian utama. Di sinilah
yang menjadi masalah kalau kasus itu berlarut-larut maka konsumen

tersebut bisa masuk kategori baa debt.

%

Hasil wawancara dengan Bpk. Bagus Riski, Kepala Cabang PT. X Finance pada tanggal 15
April 2008
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4)

5)

6)

Proses penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa pihak
mengakibatkan waktu penyelesaian yang lama.

Proses penyelesaian yang lama akan berpengaruh terhadap kondite
perusahaan tersebut (collection dan bad debt/Kerugian Perusahaan).

Dan lain-lain yang terkait pihak luar. Misalnya dealer, dengan
didaﬁarkaﬁ fidusia semakin bengkak biaya, sehingga semakin mahal
bunga dan administrasi, sehingga semakin sulit menjual. Terkadang jika
konsumen macet dealer atau show room sering membantu dengan
membeli kembali atau mengembalikan uang muka kemudian kendaran
tersebut dioper kembali ke konsumen lain, di mana motor tersebut
awalnya dari mereka, dengan dalih service ke langganan, jika terjadi over
alih maka kita akan mendaftarkan kembali fidusia, ini cukup
memberatkan pihak rekanan show room atau dealer tadi. (mengingat PT.
X Finance hanya menangani motor bekas di mana harga jual hanya

ringan, maka beban biaya pendaftaran fidusia menjadi lumayan berat

bagi konsumen).

Bagi Konsumen (Debitur)

D

2)

3)

Konsumen (debitur) lebih cenderung bersikap pasif, mengikuti prosedur
yang tersedia/diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.
Konsumen mayoritas tidak mengerti.

Walaupun konsumen mengerti, maka jika tidak di daftarkan malah

memberikan keuntungan bagi konsumen.>®

61bid.
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D. AKIBAT HUKUM ATAS PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA YANG
DIT.AKUKAN DIBAWAH TANGAN.
"Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didattarkan

Pendaftaran benda-benda tersebut dilakukan dengan mencatat ciri-ciri benda yang

bersangkutan secara rinci dalam daftar yang disediakan untuk itu, misalnya meliputi
mereknya, tahun pembuatannya, tipenya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, nomor
polisinya. Penyebutan secara rinci berkaitan dengan asas spesialitas yang umumnya
dianut dalam suatu pendaftaran untuk memberikan kepastian hukum kepada anggota
masyarakat pada umumnya.

Perlu diketahui pula maksud dari pendaftaran tersebut dengan
memperhitungkan asas publisitas, adalah agar Pihak Ketiga mempunyai kesempatan
untuk mengetahui kondisi benda dan ciri-ciri yang melekat pada benda yang
bersangkutan dan tentunya adanya ikatan jaminan di dalamnya. Dalam ha! pihak
ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol daftar dan melakukan pengalihan atas
objek tersebut, maka pihak ketiga tidak dapat mengharapkan adanya perlindungan
berdasarkan itikad baik, intinya memikul risiko kerugian sendiri.”®

Hak jaminan fidusia memiliki hak kebendaan dalam tangan siapapun benda

tersebut berada (Droit De Suite).

57 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42, LN No. 168 Tahun 1999,

TLN No. 3889, ps. 11 ayat 1.
58 ). Satrio, Hukum Jaminan (Hak Jaminan Kebendaan Fidusia), Cet. 1, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2002), hal. 1.
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Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia
dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda
persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.>®

Pemberian sifat hak kebendaan dimaksudkan uatuk memberikan kedudukan
yang kuat kepada pemegang haknya seperti pemilik atau kreditur. Sebab pada
asasnya, hak-hak yang lahir dari suatu perikatan merupakan hak relatif/pribadi yang
hanya mengikat kepada debitur tertentu saja, yaitu yang menjadi pihak dari perikatan
yang bersangkutan. Perlindungan dengan adanya hak kebendaan ini mengingat
sebagian besar benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak tidak atas nama.
Sehubungan dengan itu, maka adanya Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata yang
berbunyi bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang
yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya
dianggap sebagai pemiliknya, sangat mengurangi daya kerja hak kebendaan. Orang
menafsirkan Pasal tersebut bahwa terhadap benda-benda bergerak tidak atas nama,
maka penguasaan (bezimya) adalah orang yang menguasainya (bezziter) sebagai
pemilik, Berdasarkan fungsi materil dari Pasal tersebut dapat ditafsirkan bila orang
ketiga yang menguasai benda maka dapat beranggapan bahwa orang tersebut adalah
pemiliknya, kalau pihak ketiga yang beritikad baik mengoper memiliki benda
tersebut maka ia dilindungi oleh hukum sebagai pemilik baru. Tetapi bila benda
tersebut dijaminkan secara fidusia dan didaftarkan maka benda tersebut menjadi
benda yang terdaftar dan karenanya bisa dikatakan ketentuan Pasal 1977 ayat (1)

tidak beriaku. Karena itulah pembebanan jaminan fidusia memberikan keamanan dan

9 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia: op. cit., ps. 20.
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kenyamanan, tidak hanya bagi kreditur tapi pula pada pihak ketiga. Pelaksanaan
eksekusinya pun dipermudah dan perolehan kepastian hukum secara jelas bila
debitur cidera janji/wanprestasi seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya
dengan Hak didahulukan/hak preferent, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penjaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan dapat menimbulkan akibat
hukum yang merugikan, yaitu tidak adanya perlindungan hukum dalam hal debitur
cidera janji/wanprestasi. Sepanjang tidak ada sanksi dalam ketentuan yang beriaku
dalam hal ini UU Jaminan Fidusia. maka apabila akta jaminan fidusia tidak didaftar
pada Kantor Pendaftaran Fidusia, tidak menjadikan akta jaminan fidusia tersebut itu
batal demi hukum/dapat dibatalkan, namun apabila terjadi kredit macet maka harus
melakukan gugaiail 1UGIilllli pengadilan, sedangkan apabila didaftar cukup dengan
dasar sertipikat jaminan fidusia dapat melakukan eksekusi.® Jelas dalam hal eksekusi
jauh menjadi lebih sulit dan segala keuntungan yang diberikan oieh UU Jaminan
Fidusia tidak dapat digunakan karena tidak ada pendaftaran terlebih dahulu.

Jika Kita lihat dari uraian di atas maka tampak sekali bahwa pelaksanaan
fidusia yang dilakukan di bawah tangan pada PT. X Finance bertentangan dengan

ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia dan akibat hukumnya jelas merugikan PT. X

Finance sebagai kreditur.
Meskipun tidak seluruh penjaminan fidusia pada PT. X Finance dilakukan di
bawah tangan, dan hanya atas alasan-alasan tertentu seperti yang telah diuraikan

pada bagian atas, namun dengan tidak mendaftarkannya saja sudah tidak memenuhi
60 Hasil wawancara dengan Bpk. Fauzi, SH, Kepala Subbidang Pelayanan Hukum Umum,

Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 06 Juni 2008
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ketentuan UU Jaminan Fidusia. Dan sudah bukan rahasia lagi bahwa pada
prakteknya masih banyak perucsahaan-perusahaan serupa yang melaksanakan
kegiatannya seperti PT. X Finance. Ini berarti atas alasan-alasan tertentu pula
ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia dapat diasumsikan tidak efektif. Seharusnya
pembenink Undang-Undang ini harus memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat
sehingga dapat ditaati oleh setiap pihak. Artinya UU Jaminan Fidusia harus dapat
melindungi kepentingah semua golongan khususnya dalam hal ini kreditur. Untuk
penjaminan dalam jumlah besar penjaminan fidusia sesuai UU jaminan Fidusia harus
sangat diperhatikan, tetapi untuk jaminan fidusia dalam jumlah kecil ketentuan dalam

UU Jaminan Fidusia justru merepotkan dan sudah jelas menambah biaya.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMFULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mengenai permasalahan

jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan PT. X Finance ditinjau dari UU

Jaminan Fidusia. Maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. UU Jaminan Fidusia menetapkan benda yang dibebani jaminan fidusia wajib

didaftarkan, penjaminan dengan akta di bawah tangan tetap dilakukan karena:

a.

Dengan didaftarkan diperlukan biaya tambahan yang harus dikeluarkan
yang menambah biaya pengeluaran. Dengan bertambahnya pengeluaran
maka meningkatkan biaya sehingga mempersulit persaingan

dengan perusahaan iain sejenis yang penjaminan fiausianya tidak

didaftarkan.

Dalam hal eksekusi:

1) Pada pelaksanaannya belum jelas siapakah petugas pelaksana
(aparat)  yang — membantu kreditur bila debitur cidera
ianji/wanprestasi.

2) Proses penyelesaiannya yang melibatkan beberapa  pihak
mengakibatkan penyelesaian waktu yang lama yang  dapat
mempengaruhi kondisi perusahaan.

Berkaitan dengan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa

benda yang dijaminkan fidusia wajib didaftarkan namun ketentuan ini
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2.

tidak tegas menentukan adanya sanksi bagi akta jaminan fidusia yang
tidak didaftar, sehingga masih banyak dikalangan masyarakat berasumsi
bahwa selama tidak ada masalah kenapa harus didaftar, padahal
pendaftaran ini dimaksudkan untuk melindungi/menjamin kreditur aias
piutangnya terhadap debitur. Sedangkan dari sisi konsumen (debitur)
cenderung bersikap pasif mengikuti prosedur yang tersedia, sehingga
penjaminan dilakukan di bawah tangan pun tidak masalah.
Akibat hukum atas penjaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan adalah:
UU Jaminan Fidusia tidak memberikan sanksi atas tidak didaftarkannya
jaminan fidusia, maka apabila akta jaminan fidusia tidak didaftar pada Kantor
Pendaftaran Fidusia, tidak menjadikan akta jaminan fidusia tersebut itu batal
demi hukum/dapat dibatalkan. Namun tetap memberikan akibat hukum vyang
merugikan, yairu tidak adanya perlindungan hukum dalam hal debitur cidera
janji/wanprestasi. Pada Fidusia yang dilakukan di bawah tangan tidak ada hak
kebendaan, sehingga kreditur dapat saja dengan mudah dirugikan oleh debitur
ataupun itikad baik pihak ketiga. Apabila terjadi kredit macet yang tidak dapat
diselesaikan secara kekeluargaan maka harus melakukan gugatan melalui
pengadilan, sedangkan apabila didaftar cukup dengan dasar sertipikat jaminan
fidusia dapat melakukan eksekusi baik secara fiat eksekusi (dengan memakai title
eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan, secara Parate eksekusi,
yaitu dengan menjual (tanpa penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum,
ataupun dengan dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri (dengan

memenuhi syarat tertentu). Meskipun PT. X Finance telah memiliki cara tertentu
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dalam menyelesaikan kredit macet/debitur cidera janji seperti yang telah
diuraikan pada Bab sebelumnya, ramun pada kasus-kasus terteniu dalam hal
eksekusi jauh menjadi lebih sulit dan segala keuntungan yang diberikan oleh UU

Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat digunakan karena tidak ada pendaftaran
terlebih dahulu.

B. SARAN

Setelah beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan maka penulis ingin

memberikan saran serta sedikit harapan yang kiranya dapat menjadi masukan,

khususnya dalam permasalahan UU Jaminan Fidusia berkaitan dengan fidusia yang

dilakukan di bawah tangan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.

Atas alasan para pihak pada PT. X Finance dalam menggunakan jaminan

fidusia di bawah tangan:

a.  Agar dibuat aturan iebih lanjut untuk memperingan biaya pembebanan

jaminan fidusia untuk penjaminan skala kecil, di bawah Rp. 10.000.000,
00 (sepuluh juta rupiah). Pembebanan jaminan fidusia dimaksudkan

untuk memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk kelangsungan

usahanya.

b.  Dalam hal eksekusi maka:

1) Untuk selanjutnya harus dipertegas/diatur secara khusus oleh UU
jaminan Fidusia siapakah petugas pelaksana (aparat) vang membantu
kreditur bila debitur cidera janji‘wanprestasi, sehingga dapat

mempermudah kreditur dalam eksekusi.
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2) Proses penyelesaian masalah dalam eksekusi jaminan fidusia yang
melibatkan beberapa pihak mengakibatkan waktu penyelesaian yang
lama, karena itu harus lebih dipermudah oleh UU Jaminan Fidusia
terlebih untuk penjaminan fidusia skala kecil. Proses penyelesaian
yang lama akan berpengaruh terhadap pihak kreditur ataupun kondisi
perusahaan pada umumnya (dalam hal ini PT. X Finance).

¢.  UU Jaminan Fidusia harus mengatur mengenai sanksi atas penjaminan
fidusia yang tidak didaftarkan, sehingga masyarakat akan lebih taat pada
kewajiban pendaftaran fidusia, sechingga dapat tercapai tertib hukum.

UU Jaminan Fidusia hendaknya selain mengatur tentang sanksi atas tidak

dilakukannya pendaftaran, dan mengatur aturan yang memudahkan untuk

penjaminan skala kecil, setelah itu pemerintah juga harus lebih

mensosialisasikan dengan mantap mengenai pentingnya pendaftaran jaminan

fidusia, dan kerugian-kerugian/akibat-akibat hukum apabila tidak dilakukannya

pendaftaran atas jaminan fidusia.
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Merek Harga/unit Rp. £>.fcpO-O0OP ~ _
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Type 1 ° Biaya Administrasi Rp. /[CP"6}<>o
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W 4 130%0D
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Copy KTP Pemohon & Istri /ada/tidak Copy KTP Pengurus Perusahaan : ada / tidak
~P?py KTP Penjamin nda / tidak Akle pendirian dan perubahannya : ada / tidak
Copy K.K / w [/ tidak Izin usaha (SIUP, NPWP, TDP) ada / tidak
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Keterangan Pendukung Sebagal Bahan Pertimbangan :
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\Ai.aU <fP *) s L M%
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Keterangan- serta data-data diatas saya buat dengan
kepada PT. . X FINANCE atau petugas
keterangan serta data-data tersebut diatas, dan bila diperlukan
keterangan dan data-data tambahan selengkapnya untuk keperluan pembelian cicilan ini.
saya bersedia untuk memberikan copy - copy dokumen dan surat - surat

sebenarnya, dan dengan Ini saya memberi kuasa
yang ditugaskar.nya untuk meneliti kebenaran
saya bersedia untuk memberikan

Guna melengkapi permohonan ini

lainnya yang diperlukan oleh PT.. \ FINANCE. Apabila permohonan ini dapat disetujui

3aya bersedia menandatangani Surat peijanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian lainnya, dan saya
FINANCE.

segaia syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh PT. .

Tetapi apabila permohonan saya ditolak oleh PT.. > FINANCE, tanpa perlu disebutkan aiasan
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PT. FINANCE

L4
Kepada Y‘h' :. wese n.:.\\.n;... ..J.:’t[n:ll::‘.oo-’
geveee KISDTIAMTNGER T ccoerceescrccrooisssriansene
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------ 'l'SA/'D",Q'T"A%S‘;K'ESAMR ]’ - CRN

Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Plutang.

Dengan hormat,

Lengan Ini kami beritahukan bahwa plutang kami kepada Saudara sehubungan dengan

" Surat Perjanjlan Pemblayaan Konsumen nomor ................... e NRASSBG

tanggal ... 200772907 ... telah Kaml alINKan Kepaga ........c...eooreverererreresssessssisin

Sehubungan dengan itu, kami mohon agar pembayaran atas plutang kami kepada
Saudara disetorkan lanigsung kepada :

------------------------

Rekening No. .....1:3407.26100

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

am.PT. X . .FINANCE

Demlkian pemberitahuan kami dan terima kasih atas kerjasama yang balk.

4 Hormat kami, Mengetahui dan menysetujul,
PT.. . X " FINANCE
(AT B i) ( KUSREAMINGSTHerrrerrnnr )
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BRANCH :
Ji. Rava Kesambi No. i

Telp.: (@@ ) aG?7
Fax.:(0. ). 720

PENTING UNTUK ANDA i1}

EA. TAGIHAN ANGSURAN

o

1. KWITANS! ANGSURAN yang kami akui adalah KWITANSI ANGSURAN atau KWITANSI SEMENTARA
RESM!I PT. < FINANCE (PT. X .F), CETAKAN KOMPUTER dan BERWARNA HIJAU/
PUTIH. ( berstempel dan tandatangan asli - bukan cupy),

Jika anda membayar dengan tanpa menerima kwilansi resmi tersebut, maka kami tidak bertanggungjawah
apabila pembayaran anda lidak diterima di kantor PT. X F.

2. JATUH' TEMPO angsuran adalah sesuai dengan TANGGAL PENERIMAAN barang ! molor.

3. Jika dalam permchonan kredil, anda minta angsuran dilagih, petugas kami akan datang menagih uang
angsuran ditambah BIAYA TAGIH Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) per kwitansi.

Apabila petugas kami berhalangan untuk datang menagih angsuran, maka anda WAJIB untuk segers
datang menibayar angsuran Jdi Kantor kami, agar tidak dikenakan Denda Keterlambatan.

4. Jika pembayaran angsuran melaiui TRANSFER atau PEMINDAHBUKUAN di bank, maka anda VVAJIE
untuk segera memberikan slip / bukli transfer alau pemindahbukuan di bank melalui faximiile kami. (No.
Angsuran anda baru dapai diakui setclah kami mencrima bukti Wansler alau pemindahbukuan. Bukt
TRANSFER atau PEMINDAHBUKUAN harus diisi berita mengenai Nama Konsumen dan Mo. PK
(Perjanjian Kredit)

5. Jika anda pindah alamat (alamat penagihan) maka anda WAJIB untuk memberikan informasi alamat baru
kepada pelugas kami di kantor, untuk menghindari hal-hal yang lidak kita inginkan.

6. Pelunasan Qipercepal dapat dilakukan apabila anda sudah membayar angsuran (angsuran penuh, tanpa
potorigan) minimal sampai dengan angsuran ke 6 (enam).

KEHILANGAN MOTOR

4. Jika motor anda hilang, maka anda WAJIB segera (maks 1 x 24 jam) menghubungi petugas kantor PT. KRF
untuk mendapalkan petunjuk yang benar mengenai asuransi motor anda.

2. Selama dalam proses klaim asuransi, anda WAJIB untuk tetap MEMEBAYAR angsuran dan MENGURUS
semua dokumen yang dibutuhkan asuransi.

3. Molor anda diasuransikan dengan besar perlanggungan yang sesuai dalam program kredit yang andc
tandatangani di Lembar Permohonan Kredit. .

LAIN - LAIN

4. Kendaraan yang anda kredit tidak boleh di - PINDAHTANGAN - kan, digadaikan alau di OVERAUH tanpa
jjin tertulis dari PT KRF. Jika ada indikasi bahwa molor anda sudah dioveralih, maka pihak PT. KRF berhak
menarik motor tersebut untuk diproses lebih lanjut.

2. Apabila ada kerusakan pada motor, Anda WAJIB lelap mefmbayar angsuran kredit.

3. BPKB dapat diambil bila semua angsuran dan denda (bila ada) telah LUNAS. Pengambilan BPKB harus
mengikuti peraturan yang ada di PT. XF.

.4. Pengurusan perpanjangan STNK dan BBN dapat ditakukan melalui PT. " ¥.F.

DIKETAHU{E\:EH: PT. F
{\h 1 Permasalahan jaminan..., Nurshinta Aprilia, FH Ul, 2008



BT

BRANCH .
JI. Raya Kesambi No. -
Telp.: ()
Fax.:y )

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Alamat
No. KTP/SIM

Selaku pembeli kenderaan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Merk/Tyve
No. Rangka
No. Mesin
No. Polisi
No. BPKB
Warna/Tahun

Menyatakan bahwa kendaraan bermotor sebagaimana tersebut di atas tidak dilengkapi faktur

kendaraan asli, foto copy faklur kendaraan maupun foto copy !aktur kendaraan yang telah
dilegalisir, dan saya lidak mempermasalahkan hal tersebut.

Demikian sural pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak
manapun juga.

Yang membuat Pernyataan, Mengetahui,

('d‘h§) o )

Pembeli Dealer Penjual
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BRANCH :

JLRayat . *No. ~ . Kesambi
Telp.:? - )242567

Fax. .} Y204 720

. SURAT PERNYATAAN
* Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

..............................................................................

Alamat
No. KTP

..............................................................................

..............................................................................

Pada hari ini ceeevvvnnieennns . tanggal :
unit sepeda motor dengan data sebagai berikut :
Merk/Type 2

Nomor Rangka
Nomor Mesin
Nomor GPKB
Atas nama BPKB

..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................

Kepada ......oooiiiiiiiiine s e M e
Kendaraan tersebut adalah milik saya sendiri.

Sehubungan dengan transaksi tersebut diatas maka saya menyatakan :

1. Menjamin sepenuhnya bahwa sepeda motor yang saya jual adalah Bukan Barang
CURIAN ATAU HASIL KEJAHATAN LAINNYA.,

2. Surat-surat sepeda motor berupa:

[__lerxe [[] Fakturasti
| iSTNK r__:l Faktur fotocopy

[} Faktur fotocopy legatisir

Yang saya serahkan adalah ASLI dan SAH secara hukum, tidak tersangkut perkara
pidana, perdata,sengketa atau perbuatan yang melawan hukum apapun.

Jika dikemudian hari diketemukan secara tegas atau tidak tegas, ada indikasi bahwa
kendaraan dan surat-sural lidak sah secara hukum atau tersangkut perkara pidana,
perdata,sengketa atau perbuatan yang melawan hukum, maka saya bersedia membeli.
kembali sesuai dengan harga yang saya jual Kepagda ...........eceeecoeeenen
dalam tempo selambat-lambatnya 2 ( dua ) hari setelah ditemukannya ketidakabsahan
surat-surat dan fisik kendaraan tersebut. )
Sehubungan dengan adanya biaya yang mungkin timhul di peint 3 ( tiga ), 'maka hal

tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku penjuai dan saya
akan menanggung scmua resiko lainnya yang mungkin ada.

Demikian SURAT PERNYATAAN ini saya buat dengan sebenamya sebagal dasar hukum

yang sah, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan atau tekanan dari pihak

manapun dan jika saya tidak melaksanakan pernyataan ini, saya siap diproses sesual
hukum yang berlaku di indonesia.

Peserrguraais et resars At

Yang Membuat Pernyataan,
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BRANCHe

«J. Raya :  Kesambi
Telp. (= ' =' 242 667

Fax. :( j 204 720

Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:
Pekerjaan :

Alam at:
No. KTP:

Dalam hal inibertindak untuk dan atas nama pribadi.

Dengan ini menyatakan

Tanda tangan yang tertera dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan
Penyerahan Hak Milik secara Fiducia " tertanggal
No. beserta formulir-formulir lainnya yang dikeluarkan oleh

PT. X Fina.nce adalah benar tanda tangan saya dan sah adanya dan
tanda tangan tersebut berbeda dengan tandatangan saya yang ada pada Kartu Tanda
Penduduk (KTP).

Apabila dikemudian hari saya melakukan penolakan atau tidak mengakui terhadap tanda
tangan yang tertera dalam semua formulir seperti yang tersebut di aias termasuk Surat

Pernyataan ini yang telah saya tanda tangani maka saya bersedia menerima sanksi

yang diproses secara hukum maupun bentuk sanksi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya bual dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak
manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sah untuk dipergunakan sebagai alat
bukti.

Yang membuat pernyataan
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NC<IAN AN PRIVHAYAAN KONMM-IN
di :n(;an imcnvkkaiian iiak mimk skcaka nmdijcia
Nonor: 0215586

r«d. hari ini . tanggal 9 ? . lJ«a. Ribu.lujb »ulah
dibuai

dan ditandatangani |x‘ijmiii:m |iemhiaynati nlcli dan antara pihak |>iliik leiselmi dihauah ini:

l. PT. t-niance. Kikanlor Pusat di . , .. I>eid;tsarkni» SK Menteri Keuangan RI No «62.VKMK OI7/[*>»W tanggal IVscmber . dan Nmai

yang diwakili oleh

Kcpuiu$?n Menteri Kehakiman RI No. 02-211021.01. Ih. tanggal’ Okmhci IW8. dan hcikaiitiir Otbang d ;.
dalam hal ini bertindak «laku kuasa Direksi bcid.ix.wkan Surai Kuasa tanggal ....0.1707/00.

co»lariiim L« b

kurcaanyti iKllilid.ik unink dan alas nama |>ei.sciiinu leibatas I** " I mais i . IHil.,eduduk;.u ili
selanjutnya disebut PIIIAK PERTAMA

| IUSOIAHINGSJH bnrtindak untuk diri sendiri dengan pprsetujuan RI/Al AHTOHI

Aliaat

untuk selanjutnya disehul PIliIAK KKDUA

pihak Perlam» dan I’ih.ik Kedua Icrscbul dialas dengan ini setuju dan sepakat membual dan UK-nandalangani I’KKJANJIAN PI".MIHA\AAN KONSIIMKN
DENGAN PENYERAHAN IIAK MIMK SKCAKA KIULK.IA tselanjutnya discbul PERJANJIAN » dengan ketentuan sebayat lviikut:

|. PEMBIAYAAN KONSUMKN

a Aljis permohonan Pihak Kedua. I'ibak Pertama dengan ini menyediakan d.m menycialikan danai jiemhiayaan kepada I’iliak Kedua sebagaimana I'iliak Kedua menyatakan

TR el i KIi»RE BBriafu(SpA.... — - - — :

jxl«njutnya dischnl I’KMIIIAVAAN. Ala* penerimaan |vicytialinn JKMHIAYAAN It*p**Uil. Suriil 1*KK.IANJIAN ini IH*rlakti sehagai KW IIANSi / landa ImiKi»
penerimaan yunp sah. I'cmhnyaa:i ynn»; telah diterima merupakan Inn.inj: dai i I'iliak Kedua kc[*ada l'iliak I’cMania dan lianya akan dipergunakan iinlak iK’'iiiM ian lvnaup

Alu penerimaan pcnycraltan PIiMIIIAYAAN icrscbul dialas, I'ibak Kedua menyalakan dan mengaku de.'igan vtMUiffdinya lelah dan Mv;*ta sah viliiilaii|*. Li*|<mti

=

Pihnk.Pcrliyiia uang selvsar Kp....~\*M\e.. .
( liga Juta Tiga Ratus Seibilan Puluh liga Ribu Rupiah. ,

jumlsh lersebul I*eserla |H-rinciaimya sepcrli uiuraikan dibawah ini:

- Hutang Pokok .Rp. 27458800
" 677.400

- Bung K»

- Asuransi :Rp.

- AkQininiMras» Kp_

JJmI*eJTﬁrﬁnlane I Rp J '393{)00

Tiga TutA l'lga'Ra'tus Seabilan Puluh Tiga Ribu Rupiah.

2. JANGKA WAKTU DAN PENCFMUAI.IAN | PELUNASAN HUTANG
PERJANJIAN ini itiulai Iterlaku dan mengikat sejak langgal... ..V ...PZ..[.MSehingga sudah hanis dibayai lunas seluruhnya pada tanggal i.1—/..07... / ?0i)8
Pihak kedua ¢an”puii dan IH*ikowajihan 5crin denjl:»ii ini incnj:ikn!kaii diri untuk incuthayai keml»ali IHII|A N (i I*KMIIIAVAAN limvH mii krpada I’iliak 1Viiauia

SCCOm ljcrktila /lii'ilmi dalam.......... VL. t™?.,.2.2.™72 .............. 1Kali deilaii bulanan masiug masing seliesai Kp.....i"LtPPP..............cccoiiiniiinnninncn
( Oui Ratus Enat Puluh Satu Ribu Rupiah.
Cirilan biilan | (pertama) likius «lil.ikukan sclambal-laiitbaluya langgal 7 7222/ .......dc;nik*an scleri::aiya siuiijvti dc>;gan «ii-ilan bulan ke ................... i?
[ GO ) .<cbagai angsuran Icrak!iir liarus dikiyat iileli I'iliak Kctlaa sclaiubal-laniluaiiya padi iauggal.“...!.! LWL v.'liingga
e r.cluruii liiilnng IVtubiiiyann lunas selilitduiya. I'einbuyiaau ririlan/rirdmi riedun. ddakukan nteh Pibal. Kedua kcpi:la I'ilink IVrtanin dilempal / KauUn
" pihak Pcrtnitm nian lempal yntig ditunjuk pihak 'VilmiMi di Il d e alatt aliinasnkknn ke lekeimi)! I’iliak
Pcilima alsu rekening ynng ditunjuk Pihak IVrtamu di Itiuik No. A(" .
3. JAMINAN
Untuk menjamin lebih lanjul iKinhayaran cicilan Icicilau-cieilani iU IANIi I'I-MI1IIAYAAN lerselml| dialas. Pihak Kedua dengan ini menyerahkan liak Milik

‘ barang sebagai Jaminan Kepcrcayann <l-idueiare Eigendom Ovcrdiachl) kepada Pihak Pertama alas haiaug (barang-bar.ingl yang dibeli tdeh Pihak Kedua

penyerahan Icrscbul.

b. Pihak Kedua (peml>cri iaminanl lidak I>eikcbcnilan dan se|Kinjang mii|h rliilkan dengan ini memIKTi kuas;i kepada Pihak IVilama untuk menjamin ulaugkaii al.iu
mengalihkan dengan cara apapun juga alas liulang I’iliak Kedua kepatla Pihak Pertama danjaminan’jaminan yang dilv.-rikan kepada Pihak Petiama. kepada pihak

lain yang ditunjuk oleh I’iliak Pertama tanpa |[>erlu Surai Kuasa lagi dari Pihak Kedua.

Kedua belah pihak lelah sepukr.l unluk tunduk dan patuh kepada seluruh Syarat Perjnniian sebagaimana yang lelah tertulis padi, luiiamaii sebelah PERJANJIAN
yang merupakan salu kesatuan dari d.m tidak terpisahkan dengan 'HRJANJIAN ini.

Iiliak Kedua

lflic<Friana

Injni :
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Nomor

Perihal

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
JI. Let. Jend. Haryono MT. No.24
Telp.8090928 - 30SC704
JAKARTA TIMUR 13630

Jakarta, 23 Juni 2008

: W7.UM.01.10-OTNO
Lampiran :
. Surat Keterangan

Kepada, Yth.

Kepala Program S2 Magister Kenotariatan

UNIVERSITAS INDONESIA
di
JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 150/PN-FHUI/05/2008, Perihal
Permohonan Penelitian yang berkaitan dengan pendaftaran fidusia. Bersama zsi

kami sampaikan bahwa:

Nama . Sdri Nur Shinta Aprilia
NPM : 0606008310,

telah melaksanakan penelitian untuk keperluanpenyusunan tesis, pada Kantor
Pendaftaran Fidusia Kantor Wiiayah Departemen Hukumdan KAM DKlJakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana

mestinya.
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